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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pengembangan karir,
profesionalisme aparatur sipil negara dan peningkatan
kinerja organisasi serta guna untuk memenuhi
kebutuhan Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan, perlu mengangkat pegawai negeri sipil
yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/ inpassing;
bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata
Cara  Penyesuaian/Inpassing Jabatan  Fungsional
Pembimbing Kemasyarakatan dan Jabatan Fungsional
Asisten Pembimbing Kemasyarakatan tidak sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing,
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
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Mengingat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Melalui Penyesuaian/ Inpassing;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 353
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 84);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 235);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1135);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Jabatan  Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1716);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pembimbing Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1274);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara
yang menduduki jabatan fungsional pada instansi
pemerintah.

Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan yang
selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang
mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang
Bimbingan Kemasyarakatan.

Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan adalah
PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang
bimbingan kemasyarakatan.

Bimbingan Kemasyarakatan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam
menangani klien pemasyarakatan, yang meliputi

penelitian kemasyarakatan, pendampingan
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pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat
pemasyarakatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi
pemerintah  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB
adalah pejabat  yang  mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi
Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

Instansi Pengusul Calon Pejabat Fungsional Pembimbing
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Instansi
Pengusul antara lain Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyesuaian/Inpassing yang  selanjutnya  disebut
Inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi
kebutuhan  organisasi sesuai dengan  peraturan
perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian
terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial
kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang

teknis jabatan.
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